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ABSTRAK 
ADRIANI AMALIA RISKY (B111 13 528), Tinjauan Yuridis Tindak 
Pidana Perjudian Menggunakan Kartu Domino Menurut Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Nomor 730/Pid.B/2016/PN.MKS), 
dibawah bimbingan Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H.,M.H.,M.Si. sebagai 
pembimbing I dan Dr. Nur Azisa S.H.,M.H. Sebagai pembimbing II. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana “perjudian 
menggunakan kartu domino” dan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku “perjudian menggunakan kartu 
domino” dalam kasus putusan Nomor 730/Pid.B/2016/PN.MKS.  
Penulis melakukan penelitian di kantor PengadilanNegeri Makassar. 
Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-
undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
penerapan hukum dalam kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.putusan didasarkan pada fakta-fakta hukum 
baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. 
Selain itu juga  didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan 
tuntutan jaksa. Sedangkan pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan 
penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Barang bukti serta 
adanya pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang 
memberatkan terdakwa, serta memperhatikan Undang-Undang yang 
berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim. 
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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa, atas 
segala nikmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk 
serta bimbingan sehingga penulis bisa merampungkan Skripsi ini, yang 
berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu 
Domino Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 (Studi Kasus 
Putusan Nomor 730/Pid.B/2016/PN.MKS)” sebagai salah satu syarat tugas 
akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin.. 
Dalam penyusunan Skripsi ini penulis telah berusaha semampu 
mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik. Namun, sebagai manusia 
biasa tentu saja masih terdapat kekurangan di beberapa bagian dalam 
Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap adanya masukan baik dalam 
bentuk kritik maupun saran yang kiranya dapat membangun serta 
menyempurnakan penulisan ini. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
pertama tentu saja kepada kedua orang tua saya Ayahanda Harihadi 
Tukiyar yang sampai saat ini tetap menjadi sosok kebanggaan dan panutan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini 
tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa: “Negara Indonesia adalah 
negara hukum”. Meskipun demikian angka kejahatan di Indonesia terbilang 
cukup tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari data yang dirilis oleh 
situs database Numbeo yaitu indeks kejahatan dunia 2016 (crime index 
2016) yang dikutip dari Koran SINDO edisi 13-01-2016. Kota San Pedro Sula 
Honduras dan Venezuela tercatat sebagai kota dan Negara dengan angka 
kejahatan tertinggi di dunia. Sedangkan Jakarta menempati urutan ke-118 
kota dengan kejahatan tinggi dan Indonesia di posisi 51 sebagai Negara 
dengan tingkat kejahatan besar.  
Indonesia juga menempati posisi ke-11 dengan indek kejahatan 
46.97 dan indek keamanan 53.03 dalam indeks kejahatan Negara Asia 2016. 
Dengan indeks kejahatan yang cukup tinggi ini membuktikan meskipun 
Indonesia merupakan Negara hukum tetapi kejahatan tetaplah terus tumbuh 
dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. 
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Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan 
oleh manusia dari zaman ke zaman. Manusia melakukan perbuatan jahat 
terhadap dirinya sendiri maupun terhadap diri orang lain. Kejahatan tersebut 
dapat dilakukan tanpa mengenal jenis kelamin, usia maupun status.  
Kejahatan sebagai masalah manusia dibahas secara rinci dalam ilmu 
kriminologi. Pembicaraan mengenai kriminologi (dengan teori-teorinya yang 
telah berkembang) tidak akan berhenti selama masih ada kejahatan di 
masyarakat. Akan tetapi, pembicaraan itu tidak bisa dilepaskan dari institusi 
lain karena ada keterkaitan yang sangat erat antara kriminologi dengan 
institusi itu, yaitu hukum terutama hukum pidana, bahkan sejak kelahirannya 
kriminologi dan hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat. 
Salah satu kejahatan yang mendapat cukup banyak perhatian adalah 
perjudian. Hal ini disebabkan karena berbedanya Negara-Negara dalam 
memandang perjudian itu sendiri. Contohnya seperti Negara China, Amerika 
Serikat, Singapura, Afrika Selatan, dan Australia yang melegalkan perjudian 
bahkan menjadikannya sebagai tempat hiburan yang mendapatkan banyak 
pendapatan dari bisnis judi tersebut.  Sedangkan Indonesia merupakan salah 
satu negara yang tidak melegalkan perjudian.  
Kejahatan perjudian ini diatur secara jelas dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 
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dari undang-undang tersebut “Menyatakan semua tindak pidana perjudian 
sebagai kejahatan”. Aturan hukum ini jelas menyatakan Indonesia sebagai 
Negara yang tidak melegalkan perjudian. 
Perjudian sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah sosial 
yang baru. Dalam sejarah kita bentuk-bentuk perjudian telah lama dikenal 
bahkan sebelum jaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai 
kurun waktu pasca kemerdekaan hingga sekarang. Jadi bisa dikatakan 
bahwa judi ini telah menjadi budaya yang dibawa dari generasi ke generasi. 
Namun seiring dengan perkembangan zaman, Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi pun terus berkembang pesat. Perkembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi sangat memberikan pengaruh terhadap pola kehidupan 
masyarakat, dengan berbagai macam bentuk perubahan mulai dari cara 
berpakaian sampai kepada tren gaya hidup, seperti yang dikemukakan 
Talcott Persons1: 
“Penemuan di bidang Teknologi merupakan penggerak perubahan 
sosial sebab penemuan yang demikian itu menyebabkan terjadinya 
perubahan-perubahan yang berantai sifatnya”. 
Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih 
dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. 
Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, 
akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk 
                                                          
1 Achmad Ali, 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Yarsif. Jakarta, hal. 246. 
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segala keperluan rumah tangga (pribadi). Komputer (internet) telah mampu 
membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks 
sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas 
Negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan 
di kalangan ilmuwan di seluruh dunia. 
Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala 
bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri 
dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang 
semakin merisaukan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya jenis 
kejahatan baru yang bermunculan termasuk dalam kejahatan perjudian. 
Pelaku semakin pandai membuat inovasi dalam jenis perjudian seperti 
perjudian nomor togel, perjudian menggunakan kartu domino,perjudian 
online, dll. 
Berangkat dari uraian di atas, mendorong rasa ingin tahu penulis 
untuk mengkaji lebih jauh tentang penertiban perjudian melalui Undang-
undang No. 7 Tahun 1974. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik 
mengangkat judul skripsi tentang “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA 
PERJUDIAN MENGGUNAKAN KARTU DOMINO MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 (Studi Kasus Putusan Nomor 
730/PID.B/2016/PN.MKS)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk 
memfokuskan penulisan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan rumusan 
masalahnya pada: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara 
tindak pidana “perjudian menggunakan kartu domino”? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku “perjudian menggunakan kartu domino” dalam kasus 
putusan no. 730/Pid.B/2016/PN.MKS? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil 
dalam perkara tindak pidana “perjudian menggunakan kartu domino”. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku “perjudian menggunakan kartu domino” dalam kasus 
putusan Nomor 730/Pid.B/2016/PN.MKS. 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan yaitu sebagai 
berikut: 
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1. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana pada khususnya. 
2. Memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan khususnya 
kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum 
mengenai Penertiban Perjudian. 
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat 
untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah Tindak Pidana Perjudian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia2: 
Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. 
Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya mempelajari dengan 
cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan 
kembali. Kata “tinjau” mendapat akhiran -an yang berarti perbuatan meninjau. 
Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan 
pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan 
secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. 
Sedangkan menurut Kamus Hukum3: 
Yuridis berasal dari kata Jurisdictie; Rechtmacht (Bid.), Jurisdiction 
(Ing.) yang artinya kekuasaan yang mengadili. Yuridis juga dapat diartikan 
sebagai Judicatur, Rechtspraak (Bid) atau pengadilan. Semua putusan 
pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga 
harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang 
                                                          
2 W.J.S Poerwadarminata, 1987.Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta, hal. 1198. 
3 Yan Pramadya Puspa, 1977. Kamus Hukum, Edisa Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris. Aneka 
Ilmu. Semarang, hal. 493. 
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bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili. 
Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa istilah “yuridis” berasal dari 
bahasa Inggris yakni Yudicial, yang sering disinonimkan dengan arti kata 
hukum atau normative. Jadi tinjauan yuridis berarti kajian  atau analisis suatu 
masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan4. 
Setiap penentuan mengenai apa yang merupakan hukum untuk suatu 
kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya. Ia dimulai 
dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan itu pula sebagaimana 
dikemukakan oleh Scholten5. Undang-undang adalah pernyataan kehendak 
dari badan Negara yang diberi tugas pembuatan hukum. Oleh karena itu 
merupakan hal yang layak, manakala dalam usaha dalam menentukan apa 
yang merupakan maksud dari undang-undang ditelusuri apa yang 
dikehendaki oleh perbuatannya dengan rumusan itu, yang tidak lain 
melakukan penafsiran dari sejarah perundang-undangan. 
Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan 
perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan undang-undang yang 
baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan tersebut. Dengan 
demikian, apabila orang ingin memberi arti pada suatu undang-undang 
                                                          
4 Satjipto Raharjo, 2006. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. PT Citra Aditya Bakti. 
Bandung, hal. 124. 
5 Ibid, hal. 133. 
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tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang demikian itu. 
Dalam hubungan ini, maka kata-kata suatu undang undang mungkin tidak 
hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam hubungannya dengan 
yang lain, melainkan juga mencoba untuk memahami masing-masing 
undang-undang sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan yang 
berkaitan satu sama lain. Suatu undang-undang biasa dilihat sebagai suatu 
penggarapan lebih lanjut, suatu pengisian atau penyimpangan dari yang lain. 
Penulis berpendapat bahwa seperti yang diuraikan di atas, suatu 
undang-undang itu tidak dapat berdiri sendiri. Suatu undang-undang baru 
biasanya menjadi pelengkap undang-undang terdahulu sehingga hakim 
dalam mengadili perlu cermat dalam penafsiran hukum. 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis memuat 
analisis melalui interpretasi-interpretasi hukum dan perundang-undangan, 
penalaran logis, penggunaan dasar-dasar teori hukum dalam pengkajian 
suatu masalah hukum, dalam hal ini adalah pengkajian hukum terhadap 
tindak pidana perjudian. 
B.  Tindak Pidana 
1. Istilah dan Pengertian 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau 
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hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, dan feit diartikan sebagai 
tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan6. Tetapi tidak ada penjelasan 
resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Pembentuk 
undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk 
menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, 
para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. 
Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 
(yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis 
normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam 
peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam 
pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana, dan sanksi pidana yang dapat 
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. 
Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian 
berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :  
1. Moeljatno 
 “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut”.7 
 
                                                          
6 Adami Chazawi, 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69. 
7 Adami Chazawi. 2002, Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 71. 
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2. Pompe 
“Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh 
seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum.”8 
 
3. Simons 
“Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum.”9 
4. Hazewinkel Suringa 
“Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu 
telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan 
sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-
Undang”.10 
5. J. E Jonkers 
Ia memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian berikut:11 
a. Definisi pendek, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang 
dapat diancam pidana oleh undang-undang. 
                                                          
8 Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 181. 
9 ibid 
10 ibid 
11 Pipin Syarifin, 2000. Hukum Pidana Indonesia. Pustaka Setia. Bandung, hal. 51. 
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b. Definisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan 
hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan 
bahwa strafbaar feit yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan 
hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja 
yang melanggar aturan itu. 
2. Unsur-Unsur Tindak PIdana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua 
sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-
undang. Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang 
adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak 
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. 
1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis 
Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para 
teoritis sebagai berikut.12 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan; 
                                                          
12 Adami Chazawi, op. cit. hal. 79-81. 
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b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah: 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan perundang undangan. 
Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-
unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggungjawabkan. 
Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai 
berikut: 
a. Kelakuan (orang yang); 
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b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan/kesalahan. 
Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-
unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat. 
Yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan. 
2) Unsur Tindak Pidana menurut Undang-Undang 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat 
diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;13 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
                                                          
13 Ibid, hal. 82. 
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j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya 
berupa unsur objektif. 
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar 
keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai 
perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat 
(sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang 
bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat 
pada keadaan batin orangnya. 
Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur 
pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis 
dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan. 
C.   Perjudian 
1. Sejarah Perjudian 
Perjudian adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat Indonesia dimana pelaksanaannya 
melibatkan orang dari berbagai usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan 
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juga status. Kebiasaan ini dilakukan karena berbagai faktor, seperti 
melakukan judi karena masalah faktor kultural.  
Judi lahir di tengah-tengah masyarakat karena dianggap sebagai 
suatu permainan untuk mempertahankan budaya atau kebiasaan-kebiasaan 
masyarakat, seperti misalnya kebiasaan sabung ayam. Juga judi telah ada 
sebagai tradisi dari para leluhur nenek moyang mereka. 
Menurut catatan sejarah perjudian sudah ada sejak abad 1500 
sebelum masehi pada kerajaan-kerajaan di Tiongkok dan Mesir. Banyak 
ditemukan benda-benda bersejarah berupa peralatan perjudian seperti dadu 
yang terbuat dari gading gajah yang ditemukan di daerah Thebes dan di 
dalam prasasti bentuk piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang 
perjudian di meja yang antik. 
Permainan judi juga lahir dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, 
dimana sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya terhadap hasil dari 
permainan judi tersebut. Judi dianggap sebagai pekerjaan tetap yang bisa 
mendatangkan keuntungan didalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 
Dan juga judi lahir dari sekedar hobi. Mereka memandang judi hanya untuk 
pemuasan hidupnya semata-mata. 
Perjudian sendiri merupakan penyakit masyarakat dan pada 
hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan Moral Pancasila, 
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serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa 
dan Negara. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengadakan usaha-
usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan 
sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari 
seluruh wilayah Indonesia. 
Efektifitasi upaya-upaya untuk merintangi berseminya perjudian 
agaknya masih lemah apabila dibandingkan dengan merasuknya nilai dan 
norma yang mendukung perjudian pada sebagian warga masyarakat saat itu. 
Setiap hari sejumlah masyarakat dikota, pinggiran kota sampai ke pelosok-
pelosok desa mempertaruhkan nasib diujung malam ketika angka-angka 
diumumkan. Kode-kode tentang angka yang akan keluar dimuat secara 
tersamar pada beberapa surat kabar, dapat ditanyakan pada orang-orang 
tertentu mulai dari dukun yang dianggap “sakti” sampai kepada para 
penderita schizophrenia dan psikoda yang berkeliaran di jalan. Jumlah 
anggota profesi penebak angka-angka membengkak secara menyolok dan 
para Bandar meraih untung yang diberikan mereka secara sukarela tanpa 
mendapat risiko hukuman. Tak sedikit diantara para pecandu yang kemudian 
menderita kerugian moril maupun materi mengalami gangguan-gangguan 
jiwa yang sulit dipulihkan beberapa diantaranya menghabiskan harta benda 
yang dapat dijual untuk menebus kekalahan sementara yang lain tenggelam 
dalam kerusakan psiko-sosial berkepanjangan. 
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2. Pengertian Perjudian 
Menurut kamus hukum, judi atau perjudian adalah permainan dengan 
memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya.14 
Demikian pula menurut Mas Soebagio mengatakan bahwa perjudian adalah 
setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, 
dan juga meliputi segala macam pertaruhan dengan catatan bahwa yang 
bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, juga mereka yang tergolong 
dimaksud disini para Bandar atau penyelenggara.15 Dapat juga diartikan 
perjudian merupakan pertaruhan dengan , yaitu mempertaruhkan satu nilai 
atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan 
harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan 
pertandingan,perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti 
hasilnya.16 
Untuk lebih jelasnya, perjudian adalah suatu permainan yang hasil 
kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja.17 Permainan 
adalah cara bermain, dimana para pihak turut serta secara aktif, sedangkan 
pertaruhan adalah menentukan suatu hadiah atas kebenaran suatu perkiraan 
atau terkaan yang disangkal dan tetap. 
                                                          
14 Sudarsono, 2007. Kamus Hukum. Rhineka Cipta. Jakarta, hal. 200. 
15 Mas Soebagio, 1976. Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang. Penerbit 
Alumni. Bandung, hal. 14. 
16 Kartini Kartono, 2005. Patologi Sosial, Cet. 1, Jilid I. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 56. 
17 HAK Moch Anwar. 1982. Hukum pidana bagian khusus (kuhp buku II) JILID 2. Penerbit  Alumni. 
Bandung, hal, 256. 
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3. Ketentuan Pidana Tentang Perjudian 
Perjudian sendiri telah diatur dalam Pasal 303 KUHP: 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana 
denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa 
mendapat izin: 
Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan 
sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 
 Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan pada 
khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam 
perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan 
kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; 
Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.. 
(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam jabatannya, 
dapat ia dipecat dari jabatannya itu. 
(3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan 
pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-
untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar 
karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk 
main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan 
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lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain 
itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.  
Yang menjadi objek disini ialah “permainan judi” dalam bahasa 
asingnya “hazardspel”. Tidak semua permainan termasuk hazardspel. Yang 
diartikan hazardspel yaitu (lihat ayat 3) tiap-tiap permainan yang 
mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada 
untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar 
karena kepintaran dan kebiasaan pemain.Yang juga termasuk hazardspel 
ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang 
tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala 
pertaruhan-pertaruhan yang lain. Yang biasa disebut hazardspel yaitu 
misalnya main dadu,main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, 
bakarat,kemping keles, kocok, keplek, tombola dll. Juga masuk totalisator 
pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dsb. Tidak termasuk hazardspel 
misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei dsb. Yang biasa dipergunakan 
untuk hiburan : 
Yang dihukum menurut pasal ini ialah : 
a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai 
pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai 
perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal 
ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau 
untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang 
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tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari 
yang berwajib. 
b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi 
kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus 
ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun 
apabila telah ada izin dari yang berwajib, tidak dihukum; 
c. Turut main judi sebagai pencaharian. 
Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut 
pasal ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan 
hukuman menurut Pasal 303 bis. 
 
Pasal 303 bis :  
(1) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum : 
1. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan 
dengan melanggar peraturan Pasal 303 ; 
2. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau 
ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar 
yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu. 
(2)  jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak 
ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu 
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pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 
enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.  
Dulu seorang yang sebagai perusahaan membuka perjudian diancam 
pidana dalam Pasal 303 KUHP. Sedangkan orang-orang yang 
mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar 
pasal 303 tersebut dikenakan pasal 542 KUHP. Kemudian dengan Undang-
undang Penertiban Perjudian tanggal 6 November 1974 Pasal 542 KUHP 
tersebut diganti dengan Pasal 303 bis KUHP. 
Unsur-unsur Pasal 303 (1) 
Ke-1. :  
a. dengan tidak berhak; 
b. Mengadakan :  
Atau 
c. Memberikan kesempatan: 
1. Berjudi 
d. Sebagai mata pencaharian 
Atau 
e. Turut campur : 
1. Dalam perusahaan main judi 
f. Dengan sengaja 
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Unsur-unsur Pasal 303 (1): 
Ke-2 :  
a. Dengan tidak syah; 
b. Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi : 
c. Kepada umum; 
d. Turut campur dalam perusahaan perjudian itu; 
e. Biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun 
untuk memakai kesempatan itu. 
Unsur-unsur Pasal 303 (1): 
Ke-3 : 
a. turut main judi 
b. Sebagai mata pencaharian 
Dalam ayat 1 ini terdapat dua jenis kejahatan : 
a. Mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata 
pencaharian 
b. Turut campur dalam perusahaan main judi. 
berikut beberapa pengertian istilah penting dalam pasal-pasal diatas: 
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Memberi kesempatan 
Memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka 
kesempatan,bukan memperkenankan. Menyediakan tempat atau alat-alat 
judi. 
Sebagai mata pencaharian (berdijf) 
Mata pencaharia pada umumnya merupakan usaha untuk mencari 
makan guna kelangsungan hidupnya. Dan ini dapat dinyatakan; apabila 
dilakukan secara berulang. Suatu perbuatan dalam mata pencaharian dapat 
tampak secara nyata apabila perbuatan dibayar, tetapi juga dapat 
disimpulkan dari pembayaran, bahwa terdapat perbuatan dalam mata 
pencaharian, meskipun tidak terjadi pengulangan atas perbuatan itu. 
Turut campur dalam perusahaan main judi. 
Turut campur atau turut serta dalam suatu perusahaan dapat meliputi 
perbuatan-perbuatan : 
a. Menyediakan keuangan usaha untuk usaha itu ; 
b. Turut serta dalam organisasi ; 
c. Membina atau meningkatkan pendirian atas usaha itu. 
Pelaku-pelaku itu melakukan perbuatan-perbuatan turut serta untuk 
kepentingan peningkatan atau pemberian kesempatan permainan judi. 
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Pasal 303 (2). 
Ketentuan Pasal 303 (1) ke-1 dan ke-2 menetapkan hukuman 
tambahan bagi pelaku yang melakukan kejahatan ini karena pekerjaannya. 
Hukuman tambahan itu adalah pencabutan hak melakukan pekerjaan itu. 
Pasal 303 (2). Jika pada waktu melakukan kejahatan itu, belum lalu 
dua tahun sejak penghukuman dahulu terhadap sibersalah, karena salah 
satu kejahatan itu, menjadi boleh dijatuhkan hukuman penjara selama-
lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. 
Unsur-unsur : 
a. Pada waktu melakukan kejahatan itu; 
b. Belum lalu dua tahun; 
c. Sejak penghukuman dahulu; 
d. Terhadap sibersalah; 
e. Karena salah satu kejahatan itu; 
f. Menjadi tetap. 
Ketentuan  ini mengatur ancaman hukuman yang diperberat atas 
pengulangan kejahatan itu. 
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Pasal 303 (3). 
Penjelasan lihat pada Pasal 303 (1) ke-1 tentang pengertian perjudian. 
Ketentuan dalam ayat 3 ini merupakan penafsiran secara authentik atas 
istilah “Berjudi”. 
Ayat 3 memuat ketentuan tentang pengertian berjudi; ayat 3 ini merupakan 
interpretasi authentik. 
Unsur-unsur ayat 3 adalah sebagai berikut : 
a. Main judi yaitu : 
b. Tiap-tiap permainan yang : 
1. Mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya 
bergantung pada : 
c. Untung-untungan saja; 
d. Juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar; 
e. Karena kepintaran atau kebiasaan pemain. 
f. Main judi meliputi juga : 
g. Segala pertaruhan tentang : 
1. Hasil keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang : 
h. Yang tidak diadakan oleh mereka yang : 
1. Turut berlomba; 
2. Turut bermain; 
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i. Pertaruhan-pertaruhan lain. 
Berdasarkan rumusan ayat 3, suatu permainan dapat dinyatakan 
sebagai permainan judi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang 
berarti, bahwa terdapat spekulasi dari para pelaku; 
b. Juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, 
akan bertambah besar, karena orang-orang yang bermain dalam 
permainan lebih pintar, lebih cakap, lebih trampil; 
Di sini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas 
spekulasi. 
Mungkin orang-orang yang bermain dalam suatu permainan lebih 
pintar, lebih trampil, lebih cakap, lebih ulung, hingga hasil kemenangan bagi 
pelaku akan tambah besar, tetap permainan itu dinyatakan sebagai 
permainan judi. Dalam ayat 3 itu selanjutnya diadakan perluasan penafsiran 
atas pengertian permainan judi sebagai berikut : 
a. Permainan judi meliputi juga setiap jenis pertaruhan, atas keputusan : 
b. Setiap jenis perlombaan ; 
c. Setiap jenis permainan; 
Dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu. 
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Misalnya : 
a. Pertandingan sepak bola : para pelaku tidak turut serta; 
b. Dalam permainan ketangkasan : misalnya lempar panah,seorang 
melempar panah, sedangkan para pelaku yang tidak melempar, 
memasang. 
Ketangkasan yang menentukan hasil kemenangan tidak termasuk 
permainan judi, kecuali orang-orang yang tidak melakukan ketangkasan turut 
serta melakukan pertaruhan.  
Selanjutnya dapat dikemukakan, bahwa undian atau lotere tidak 
termasuk permainan judi, berhubung undian bukan merupakan permainan. 
Penyelenggaraan undian didasarkan atas UU no 22 tahun 1954 tentang 
undian, dimana ditetapkan, bahwa penyelenggaraan undian harus ada izin 
Menteri Sosial. 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. 
Pasal 1. 
Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.  
(Dengan ketentuan pasal ini, maka Pasal 542 (2) menjadi kejahatan). 
Pasal 2 (1). 
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Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi 
hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-
banyaknya dua puluh lima juta rupiah. 
(Ancaman hukuman dalam Pasal 303 (1) KUHP diubah menjadi hukuman 
penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya 
dua puluh lima juta rupiah). 
Pasal 2 (2). 
Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah,menjadi hukuman 
penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 
sepuluh juta rupiah. 
(Ancaman hukuman dalam Pasal 542(2) KUHP menjadi hukum penjara 
setinggi-tingginya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas 
juta rupiah). 
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian 
Secara garis besar, perjudian dibagi kedalam dua jenis, yaitu: 
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1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan yang 
apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari 
pejabat yang berwenang, seperti: 
1) Casino dan petak Sembilan di Jakarta; 
2) Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian social 
berhadiah; 
Jenis perjudian di atas, bukan merupakan kejahatan karena 
mendapat ijin dari pemerintah dengan berlandaskan Undang-Undang No. 22 
Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 dalam Undang-Undang tersebut 
merumuskan sebagai berikut: 
 Undian yang diadakan itu ialah oleh : 
a) Negara; 
b) Oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada anggota untuk 
keperluan social. 
2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila 
pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat 
yang berwenang, seperti main kartu joker. Bentuk permainan ini 
sifatnya yaitu mencari siapa yang lebih mahir memainkan kartu joker 
tersebut setiap satu putaran permainan serta sifatnya juga hanya 
untung-untungan saja karena pemain hanya bergantung pada kartu 
yang diterima setiap satu putaran permainan kartu joker. 
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Terdapat juga perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian 
dalam bentuk ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di 
tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk 
yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan. 
Contohnya perjudian kartu joker yang amat marak dilakukan 
masyarakat Indonesia karena jauh dari tempat keramaian dan secara 
sembunyi-sembunyi. Dan beberapa tahun kemudian terbitlah Undang-
Undang tentang Penertiban Pejudian nomor 7 Tahun 1974 yang antara lain 
menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu 
kejahatan. 
Dan seiring dengan perkembangan zaman perjudian pun mengalami 
perkembangan pesat dengan munculnya berbagai jenis judi baru seperti 
perjudian menggunakan kartu domino yang merupakan sejenis kartu. 
Perjudian jenis ini pun sama meresahkannya dengan perjudian kartu joker 
sebab dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Serta adanya perjudian online 
yang semakin susah pembuktiannya karena melakukan transaksi online. 
D.  Penanggulangan Kebijakan Kriminal 
1. Pengertian Kebijakan Kriminal 
Perjudian merupakan kejahatan dan oleh sebab itu praktiknya perlu 
dicegah dan ditanggulangi demi tegaknya hukum, dan upaya atau kebijakan 
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yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan 
tersebut adalah melalui upaya atau kebijakan kriminal (criminal policy). 
Kebijakan kriminal pada hakekatnya adalah bagian dari upaya 
perlindungan terhadap masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan 
masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari 
kebijakan criminal adalah perlindungan masyarakat untuk tercapainya 
kesejahteraan masyarakat. 
Sudarto, mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu18: 
1. Dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi 
dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa  pidana. 
2. Dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 
 hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 
3. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), adalah 
 keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melaui perundang-undangan 
 dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-
 norma sentral dari masyarakat. 
2. Upaya Penal dan Non-Penal 
Pada kesempatan lain, Sudarto mengemukakan defenisi singkat, 
bahwa politik criminal merupakan sesuatu usaha yang rasional dari 
                                                          
18 Barda Narawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 
hal. 1. 
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masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam hal penanggulangan 
kejahatan digunakan dua kebijakan, yaitu dengan mengggunakan sanksi 
pidana (penal), dan dengan kebijakan menggunakan sanksi administrative, 
sanksi perdata dan lain-lain (non penal). 
Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang 
baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan 
kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian yang 
penting dari kebijakan criminal. Usaha penanggulangan kejahatan dengan 
hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kebijakan 
penegakan hukum. Pembuatan undang-undang (hukum) pidanan pada 
hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat. 
Dilihat daam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang 
lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materill. 
Berbicara upaya penanggulangan melalui jalur non-penal lebih 
bersifat tindakan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah 
menangani factor-faktor yang dapat menyebabkan kejahatan. Factor-faktor 
tersebut berpusat pada masalah-masalah yang secara langsung ataupun 
tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.secara global, upaya non-penal 
menduduki posisi yang utama dari keseluruhan kebijakan criminal.  
3. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan 
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Kebijakan penanggulangan kejahatan secara non-penal lebih bersifat 
tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Faktor-faktor penyebab 
kejahatan telah dibahas dalam kongres PBB ke-8 di Havana, Cuba dan 
disebutkan dalam dokumen A/CONF, 144/L.3, yaitu sebagai berikut: 
a. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan, ketiadaan perumahan 
yang layak dan sestem pendidikan serta pelatihan yang tidak cocok; 
b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek 
(harapan) karena proses integrasi dank arena memburuknya 
ketimpangan-ketimpangan sosial; 
c. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga; 
d. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang yang 
berimigrasi ke kota-kota atau ke Negara-negara lain; 
e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan 
dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kelemahan 
dibidang social,kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan; 
f. Menurunnya atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaanyang 
mendorong peningkatan kejahatan dan tidak cukupnya pelayanan bagi 
tempat-tempat fasilitas lingkungan kehidupan bertetangga; 
g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk 
beritegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, 
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di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau di lingkungan 
sekolahnya; 
h. Penyalahgunaan alcohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiaannya 
juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas; 
i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir, khususnya 
perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian; 
j. Dorong-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide 
dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, 
ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran. 
Kondisi seperti yang di atas adalah masalah-masalah yang akan 
sangat sulit dipecahkan apabila hanya mengandalkan pendekatan penal saja. 
Oleh karena itu pemecahan masalah ini harus didukung dengan pendekatan 
non-penal yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 
Berdasarkan keterangan di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa 
kejahatan berakar dari faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial 
masyarakat sendiri. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 
masyarakat tidak akan dapat diselesaikan dengan pendekatan penal. Karena 
pendekatan penal tidak dapat menyentuh penyebab kejahatan sampai ke 
akar-akar permasalahan. 
Tujuan utama dari pendekatan non-penal adalah memperbaiki 
kondisi-kondisi social tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai 
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pengaruh pencegahan terhadap kejahatan.usaha-usaha non-penal ini antara 
lain misalnya19: 
a. Penyantunan dan pendidikan social dalam rangka mengembangkan 
tanggung jawab social masyarakat; 
b. Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, 
agama, dan sebagainya; 
c. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan 
Karang Taruna, Pramuka, kegiatan pesantren kilat selama liburan 
sekolah; 
d. Kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara teratur oleh polisi 
atau aparat keamanan lainnya; dan sebagainya. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19 Hamdan, 2003. Politik Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 28. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Kegiatan penelitian dilaksanakan di daerah Kota Makassar, tepatnya 
di Pengadilan Negeri Makassar yang beralamat di Jalan R.A Kartini Nomor 
18/23, Baru, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 
Tempat penelitian tersebut dipilih penulis karena menganggap Kota 
Makassar merupakan kota metropolitian dan merupakan ibukota dari Provinsi 
Sulawesi Selatan dimana terdapat banyak kasus yang ditangani di 
Pengadilan Negeri Makassar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya 
di Sulawesi Selatan. Selain itu banyaknya penduduk yang berdomisili di 
Makassar menyebabkan banyak terjadi kasus hukum, baik oleh kesengajaan 
oknum, status sosial, dan perkembangan tekhnologi informasi. 
B. Jenis dan Sumber data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk 
menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
1) Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak yang 
berkompeten dilapangan berupa wawancara dengan pihak/pejabat 
setempat di lokasi penelitian dalam hal ini penulis berhasil 
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mewawancarai Hakim Ketua dari kasus putusan Nomor 
730/Pid.B/2016/PN.MKS yaitu Cening Budiana, S.H.,M.H. 
2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka 
seperti buku-buku, undang-undang dan data-data lain yang 
berhubungan dengan masalah yang penulis kaji serta serta data 
penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data guna membahas masalah Tindak Pidana 
Perjudian dengan cara sebagai berikut: 
1) Studi Pustaka 
Yaitu metode yang dilakukan dengan mempergunakan buku-buku 
serta bahan pustaka lainnya yang erat kaitannya dengan topik 
penelitian untuk mendapatkan data sekunder. 
2) Studi Lapangan 
Yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer 
dengan cara wawancara ataupun dengan menganalisa sebuah kasus 
mengenai masalah yang terkait dengan judul penelitian yang penulis 
kaji. 
D. Analisis Data 
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Dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer, maupun 
data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
dengan menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan 
untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah 
yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Perkara Tindak Pidana 
Perjudian Menggunakan Domino dalam Putusan Nomor 
730/Pid.B/2016/PN.MKS. 
Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana 
materil dalam kasus putusan nomor 730/Pid.B/2016/PN.MKS, maka penulis 
terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada putusan nomor 
730/Pid.B/2016/PN.MKS sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Putusan pidana Nomor 730/Pid.B/2016/PN.MKS tentang sebuah 
kasus mengenai tindak pidana perjudian menggunakan kartu domino yang 
dilakukan oleh empat orang, yang masing-masing memiliki pekerjaan yang 
berbeda. Mereka terdakwa pada kasus ini bernama, terdakwa I SANGKALA, 
terdakwa II IRWAN, terdakwa III RABASIA, terdakwa IV DARNI serta RAHIM 
(dalam daftar Pencarian Orang). Pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2016 
sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam 
bulan Februari Tahun 2016, bertempat di Jalan Sinassara Lr. 3 No. 11 
Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidak-
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
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Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, 
menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan 
tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Berawal ketika para terdakwa berkumpul bersama di rumah Rampe 
kemudian para terdakwa lalu bermain judi jenis kyu-kyu menggunakan kartu 
domino yang telah mereka persiapkan sebelumnya, selanjutnya para 
terdakwa mempersiapkan uang taruhan untuk permainan kyu-kyu tersebut 
dimana para terdakwa bermain dengan cara awalnya pertama-tama setiap 
pemain memasang uang di tengah (pot) sebesar Rp.500,- kemudian 1 (satu) 
bungkus kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut 
digocok terlebih dahulu, dan setiap pemain pertama mendapatkan 3 (tiga) 
lembar kartu domino, kemudian sisa kartu domino tersebut disimpan di 
samping pemain, kemudian para pemain saling tantang taruhan sebesar 
Rp.1000,- (seribu rupiah), yang tidak mau lanjut/stop dianggap mati kartunya, 
lalu yang bertahan mendapatkan lagi 1 (satu) lembar kartu domino, jadi 
setiap pemain yang bertahan masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar 
kartu domino, kemudian  para pemain yang bertahan tersebut saling tantang 
taruhan kembali sebesar Rp.1000,- dan yang paling tinggi jumlah kartunya 
maka ialah yang keluar sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan 
tersebut.  
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Selanjutnya pada saat sementara bermain tiba-tiba para terdakwa 
didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian diantaranya saksi Muhiddin dan 
Syabara Arman kemudian para terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian 
berikut dengan uang tunai senilai Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga 
rupiah)  yang para terdakwa gunakan untuk taruhan berikut dengan 1 (satu) 
set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) lembar 
karpet  pengalas berwarna merah, 1 (satu) buah mangkok kaca berwarna 
putih tempat pot penyimpanan uang taruhan. 
Adapun para terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang 
untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut dengan menggunakan uang. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus perjudian 
menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh SANGKALA, IRWAN, 
RABASIA dan DARNI, yang dibacakan dihadapan persidangan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan sebagai berikut : 
DAKWAAN PRIMAIR : 
 Bahwa mereka Terdakwa SANGKALA, IRWAN, RABASIA dan 
DARNI serta RAHIM (dalam daftar Pencarian Orang) pada hari 
Sabtu, tanggal 20 Februari 2016 sekira jam 18.30 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016, 
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bertempat di Jl. Sinassara lrg. 3 No. 11 Kec. Tallo Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini, menjadikan turut serta pada permainan 
judi sebagai perncarian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 
dengan cara sebagai berikut. 
Berawal ketika para terdakwa berkumpul bersama di rumah 
RAMPE kemudian para terdakwa lalu bermain judi jenis kyu-kyu 
menggunakan kartudomino yang telah mereka persiapkan 
sebelumnya, selanjutnya para terdakwa mempersiapkan uang 
taruhan untuk permainan kyu-kyu tersebut dimana para terdakwa 
bermain dengancara awalnya pertama-tama setiap pemain 
memasang uang di tengah (pot) sebesar Rp.500,- kemudian 1 (satu) 
bungkus kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar 
tersebut digocok terlebih dahulu, dan setiap pemain pertama 
mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian sisa kartu 
domino tersebut disimpan di samping pemain, kemudian para pemain 
saling tantang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), yang tidak 
mau lanjut/stop dianggap mati kartunya, lalu yang bertahan 
mendapatkan lagi 1 (satu) lembar kartu domino, jadi setiap pemain 
yang bertahan masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu 
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domino, kemudian  para pemain yang bertahan tersebut saling 
tantang taruhan kembali sebesar Rp.1000,- dan yang paling tinggi 
jumlah kartunya maka ialah yang keluar sebagai pemenang dan 
mengambil uang taruhan tersebut, selanjutnya pada saat sementara 
bermain tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh beberapa anggota 
Kepolisian diantaranya saksi Muhiddin dan Syabara Arman kemudian 
para terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian berikut dengan uang 
tunai senilai Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga rupiah)  yang 
para terdakwa gunakan untuk taruhan berikut dengan 1 (satu) set 
kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) 
lembar karpet  pengalas berwarna merah, 1 (satu) buah mangkok 
kaca berwarna putih tempat pot penyimpanan uang taruhan. 
Adapun para terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang 
berwenang untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut dengan 
menggunakan uang. 
Bahwa Pebuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur 
dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
DAKWAAN SUBSIDAIR : 
Bahwa mereka Terdakwa SANGKALA, IRWAN, RABASIA dan 
DARNI serta RAHIM (dalam daftar Pencarian Orang) pada hari 
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Sabtu, tanggal 20 Februari 2016 sekira jam 18.30 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016, 
bertempat di Jl. Sinassara lrg. 3 No. 11 Kec. Tallo Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan bermain judi 
dengan melanggar ketentuan, perbuatan tersebut dilakukan 
Terdakwa dengan cara sebagai berikut. 
Berawal ketika para terdakwa berkumpul bersama di rumah 
RAMPE kemudian para terdakwa lalu bermain judi jenis kyu-kyu 
menggunakan kartudomino yang telah mereka persiapkan 
sebelumnya, selanjutnya para terdakwa mempersiapkan uang 
taruhan untuk permainan kyu-kyu tersebut dimana para terdakwa 
bermain dengancara awalnya pertama-tama setiap pemain 
memasang uang di tengah (pot) sebesar Rp.500,- kemudian 1 (satu) 
bungkus kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar 
tersebut digocok terlebih dahulu, dan setiap pemain pertama 
mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian sisa kartu 
domino tersebut disimpan di samping pemain, kemudian para pemain 
saling tantang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), yang tidak 
mau lanjut/stop dianggap mati kartunya, lalu yang bertahan 
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mendapatkan lagi 1 (satu) lembar kartu domino, jadi setiap pemain 
yang bertahan masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu 
domino, kemudian  para pemain yang bertahan tersebut saling 
tantang taruhan kembali sebesar Rp.1000,- dan yang paling tinggi 
jumlah kartunya maka ialah yang keluar sebagai pemenang dan 
mengambil uang taruhan tersebut, selanjutnya pada saat sementara 
bermain tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh beberapa anggota 
Kepolisian diantaranya saksi Muhiddin dan Syabara Arman kemudian 
para terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian berikut dengan uang 
tunai senilai Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga rupiah)  yang 
para terdakwa gunakan untuk taruhan berikut dengan 1 (satu) set 
kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) 
lembar karpet  pengalas berwarna merah, 1 (satu) buah mangkok 
kaca berwarna putih tempat pot penyimpanan uang taruhan. 
Adapun para terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang 
berwenang untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut dengan 
menggunakan uang. 
Bahwa Pebuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur 
dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
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Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum 
telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti, dan beserta barang bukti 
untuk memperkuat dakwaannya : 
a. Keterangan Saksi 
1) Saksi MUHIDDIN dibawah sumpah di depan persidangan yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya 
saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 
SANGKALA, IRWAN, RABASIA, dan DARNI. 
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa 
tersebut karena para terdakwa tersebut melakukan perjudian 
di rumah seseorang yang bernama RAMPE yang saat itu juga 
diamankan oleh saksi. 
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 
rekannya sesame anggota kepolisian. 
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 
tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 18.30 wita di Jl. 
Sinassara lrg. 3 Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo Kota Makassar. 
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu domino dengan 
menggunakan taruhan uang. 
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- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa 
SANGKALA, IRWAN, RABASIA, dan DARNI sementara 
memegang kartu domino sedangkan uang taruhannya berada 
di tengah-tengan mereka. 
- Bahwa adapun para terdakwa bermain judi jenis kyu-kyu. 
- Bahwa pada saat kejadian saksi menemukan barang bukti 
berupa uang kertas sebanyak Rp.233.000,- (Dua Ratus Tiga 
Puluh Tiga Ribu Rupiah), satu set kartu domino, 1 (satu) 
lembar karpet pengalas berwarna merah, 1 (satu) buah 
mangkok kaca berwarna putih untuk dipakai menyimpan uang. 
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekannya mendapatkan laporan 
dari warga via telepon yang pada pokoknya menyampaikan 
jika di Jl. Sinassara Lrg. 3 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota 
Makassar  sedang ada yang bermain judi sehingga saksi dan 
rekannya langsung menuju ke tempat tersebut. 
Atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut 
dibenarkan oleh para terdakwa. 
2) Saksi SYABARA ARMAN, yang pada pokoknya menjelaskan 
sebagai berikut : 
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- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya 
saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 
SANGKALA, IRWAN, RABASIA, dan DARNI. 
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa 
tersebut karena para terdakwa tersebut melakukan perjudian 
di rumah seseorang yang bernama Rampe yang saat itu juga 
ikut diamankan oleh saksi. 
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 
rekannya sesame anggota kepolisian. 
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 
tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 18.30 wita di Jl. 
Sinassara lrg. 3 Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo Kota Makassar. 
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu domino dengan 
menggunakan taruhan uang. 
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa 
SANGKALA, IRWAN, RABASIA, dan DARNI sementara 
memegang kartu domino sedangkan uang taruhannya berada 
di tengah-tengan mereka. 
- Bahwa adapun para terdakwa bermain judi jenis kyu-kyu. 
- Bahwa pada saat kejadian saksi menemukan barang bukti 
berupa uang kertas sebanyak Rp.233.000,- (Dua Ratus Tiga 
Puluh Tiga Ribu Rupiah), satu set kartu domino, 1 (satu) 
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lembar karpet pengalas berwarna merah, 1 (satu) buah 
mangkok kaca berwarna putih untuk dipakai menyimpan uang. 
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekannya mendapatkan laporan 
dari warga via telepon yang pada pokoknya menyampaikan 
jika di Jl. Sinassara Lrg. 3 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota 
Makassar  sedang ada yang bermain judi sehingga saksi dan 
rekannya langsung menuju ke tempat tersebut. 
Atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut 
dibenarkan oleh para terdakwa. 
b. Keterangan Terdakwa 
1) Keterangan terdakwa SANGKALA, yang pada pokoknya 
menjelaskan sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan 
sehubungan dengan dirinya yang ditangkap sementara main 
judi. 
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan 
IRWAN, RABASIA, dan DARNI. 
- Bahwa terdakwa dan rekannya melakukan permainan judi 
pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 18.30 
wita di Jl. Sinassara lrg. 3 Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo Kota 
Makassar tepatnya di rumah RAMPE. 
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- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekannya bermain 
judi menggunakan kartu domino dengan permainan kyu-kyu 
menggunakan taruhan uang tunai. 
- Bahwa adapun awalnya pertama-tama setiap pemain 
memasang uang di tengah (pot) sebesar Rp.500,- kemudian 1 
(satu) bungkus kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) 
lembar tersebut digocok terlebih dahulu, dan setiap pemain 
pertama mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian 
sisa kartu domino tersebut disimpan di samping pemain, 
kemudian para pemain saling tantang taruhan sebesar 
Rp.1000,- (seribu rupiah), yang tidak mau lanjut/stop dianggap 
mati kartunya, lalu yang bertahan mendapatkan lagi 1 (satu) 
lembar kartu domino, jadi setiap pemain yang bertahan 
masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, 
kemudian  para pemain yang bertahan tersebut saling tantang 
taruhan kembali sebesar Rp.1000,- dan yang paling tinggi 
jumlah kartunya maka ialah yang keluar sebagai pemenang 
dan mengambil uang taruhan tersebut. 
- Bahwa adapun terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki ijin 
dari pihak yang berwenang untuk bermain judi. 
2) Keterangan Terdakwa Irwan, yang pada pokoknya menjelaskan 
sebagai berikut : 
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- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan 
sehubungan dengan dirinya yang ditangkap sementara main 
judi. 
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan 
SANGKALA, RABASIA, dan DARNI. 
- Bahwa terdakwa dan rekannya melakukan permainan judi 
pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 18.30 
wita di Jl. Sinassara lrg. 3 Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo Kota 
Makassar tepatnya di rumah RAMPE. 
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekannya bermain 
judi menggunakan kartu domino dengan permainan kyu-kyu 
menggunakan taruhan uang tunai. 
- Bahwa adapun awalnya pertama-tama setiap pemain 
memasang uang di tengah (pot) sebesar Rp.500,- kemudian 1 
(satu) bungkus kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) 
lembar tersebut digocok terlebih dahulu, dan setiap pemain 
pertama mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian 
sisa kartu domino tersebut disimpan di samping pemain, 
kemudian para pemain saling tantang taruhan sebesar 
Rp.1000,- (seribu rupiah), yang tidak mau lanjut/stop dianggap 
mati kartunya, lalu yang bertahan mendapatkan lagi 1 (satu) 
lembar kartu domino, jadi setiap pemain yang bertahan 
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masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, 
kemudian  para pemain yang bertahan tersebut saling tantang 
taruhan kembali sebesar Rp.1000,- dan yang paling tinggi 
jumlah kartunya maka ialah yang keluar sebagai pemenang 
dan mengambil uang taruhan tersebut. 
- Bahwa adapun terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki ijin 
dari pihak yang berwenang untuk bermain judi. 
3) Keterangan Terdakwa Rabasia, yang pada pokoknya 
menjelaskan sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan 
sehubungan dengan dirinya yang ditangkap sementara main 
judi. 
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan 
SANGKALA, IRWAN, dan DARNI. 
- Bahwa terdakwa dan rekannya melakukan permainan judi 
pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 18.30 
wita di Jl. Sinassara lrg. 3 Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo Kota 
Makassar tepatnya di rumah RAMPE. 
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekannya bermain 
judi menggunakan kartu domino dengan permainan kyu-kyu 
menggunakan taruhan uang tunai. 
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- Bahwa adapun awalnya pertama-tama setiap pemain 
memasang uang di tengah (pot) sebesar Rp.500,- kemudian 1 
(satu) bungkus kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) 
lembar tersebut digocok terlebih dahulu, dan setiap pemain 
pertama mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian 
sisa kartu domino tersebut disimpan di samping pemain, 
kemudian para pemain saling tantang taruhan sebesar 
Rp.1000,- (seribu rupiah), yang tidak mau lanjut/stop dianggap 
mati kartunya, lalu yang bertahan mendapatkan lagi 1 (satu) 
lembar kartu domino, jadi setiap pemain yang bertahan 
masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, 
kemudian  para pemain yang bertahan tersebut saling tantang 
taruhan kembali sebesar Rp.1000,- dan yang paling tinggi 
jumlah kartunya maka ialah yang keluar sebagai pemenang 
dan mengambil uang taruhan tersebut. 
- Bahwa adapun terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki ijin 
dari pihak yang berwenang untuk bermain judi. 
4) Keterangan Terdakwa Darni, yang pada pokoknya menjelaskan 
sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan 
sehubungan dengan dirinya yang ditangkap sementara main 
judi. 
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- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan 
SANGKALA, IRWAN, dan RABASIA. 
- Bahwa terdakwa dan rekannya melakukan permainan judi 
pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 18.30 
wita di Jl. Sinassara lrg. 3 Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo Kota 
Makassar tepatnya di rumah RAMPE. 
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekannya bermain 
judi menggunakan kartu domino dengan permainan kyu-kyu 
menggunakan taruhan uang tunai. 
- Bahwa adapun awalnya pertama-tama setiap pemain 
memasang uang di tengah (pot) sebesar Rp.500,- kemudian 1 
(satu) bungkus kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) 
lembar tersebut digocok terlebih dahulu, dan setiap pemain 
pertama mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian 
sisa kartu domino tersebut disimpan di samping pemain, 
kemudian para pemain saling tantang taruhan sebesar 
Rp.1000,- (seribu rupiah), yang tidak mau lanjut/stop dianggap 
mati kartunya, lalu yang bertahan mendapatkan lagi 1 (satu) 
lembar kartu domino, jadi setiap pemain yang bertahan 
masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, 
kemudian  para pemain yang bertahan tersebut saling tantang 
taruhan kembali sebesar Rp.1000,- dan yang paling tinggi 
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jumlah kartunya maka ialah yang keluar sebagai pemenang 
dan mengambil uang taruhan tersebut. 
- Bahwa adapun terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki ijin 
dari pihak yang berwenang untuk bermain judi. 
c. Barang Bukti 
Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini : 
- Uang kertas sebesar Rp.233.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga 
 Ribu Rupiah); 
- 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) 
 lembar; 
- 1 (satu) lembar karpet pengalas berwarna merah; 
- 1 (satu) buah mangkok kaca berwarna putih. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun tuntutan penuntut umum dalam kasus perjudian 
menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh terdakwa I Sangkala, 
terdakwa II Irwan, terdakwa III Rabasia, terdakwa IV Darni. Berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kami kepada 
pembuktian mengenai unsur-unsur  tindak pidana yang didakwakan kepada 
mereka sebagaimana diketahui bahwa mereka terdakwa diajukan di 
persidangan dengan dakwaan alternative sebagai berikut : 
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a. Primair Pasal 303 ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 
KUHP; 
b. Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 
KUHP. 
Tuntutuan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register perkara 
PDM-41/Mks/Ep/04/2016 tertanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya 
meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan. 
1. Menyatakan terdakwa SANGKALA, IRWAN, RABASIA, dan DARNI tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta 
melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 
ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan 
Primair Penuntut Umum; 
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair 
Penuntut Umum . 
3. Menyatakan terdakwa SANGKALA, IRWAN, RABASIA, dan DARNI 
terbukti secra sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta 
melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 
bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan 
Subsidiair Penuntut Umum. 
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4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANGKALA, IRWAN, RABASIA, 
dan DARNI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 
selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa 
ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 
5. Menyatakan agar barang bukti berupa; 
- Uang kertas sebesar Rp.233.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga 
Ribu Rupiah).  
Dirampas untuk Negara 
- 1 (Satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) 
lembar. 
- 1 (Satu) lembar karpet pengalas berwarna merah. 
- 1 (Satu) buah mangkok kaca berwarna putih. 
Dirampas untuk dimusnahkan 
6. Membebankan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan 
 Dalam perkara Nomor 730/Pid.B/2016/PN.MKSM Hakim 
 memutuskan : 
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1. Menyatakan terdakwa 1. Sangkala, terdakwa 2. Irwan, terdakwa 3. 
Rabasia dan terdakwa 4. Darni tidak terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut 
Umum tersebut; 
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut; 
3. Menyatakan terdakwa 1. Sangkala, terdakwa 2. Irwan, terdakwa 3. 
Rabasia dan terdakwa 4. Darni telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-
sama tanpa izin menggunakan kesempatan main judi” 
sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut; 
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana 
penjara masing-masing selama 6 (enam( bulan; 
5. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam tahanan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
7. Memerintahkan barang bukti berupa uang kertas sebesar 
Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dirampas 
untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu 
domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) lembar 
karpet pengalas berwarna merah, 1 (satu) buah mangkok kaca 
berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan; 
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8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). 
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
“perjudian menggunakan kartu domino” dalam kasus putusan no. 
730/Pid.B/2016/PN.MKS. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Mengenai perimbangan Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang telah 
melakukan tindak pidana perjudian menggunakan kartu domino tersebut 
akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah 
benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwakan kepadanya tersebut ; 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan 
subsidaritas yaitu : 
Pirmair Pasal 303 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1  
   KUHP. 
Menimbang bahwa terlebih dahulu mejlis hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Barang siapa ; 
2. Tanpa mendapat izin : 
61 
 
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian; 
Ad. 1. Unsur Barang Siapa : 
Bahwa unsur barang siapa mengandung pengertian orang 
perorang, kelompok orang baik sipil maupun militer yang bertanggung 
jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut 
menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi 
yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau 
kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa 
orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. 
Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, 
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
berdasarkan keterangan saksi MUHIDDIN dan SYABARA ARMAN, yang 
pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa SANGKALA, IRWAN, 
RABASIA, dan DARNI telah melakukan atau turut serta melakukan tindak 
pidana perjudian, dan keterangan para terdakwa sendiri yang telah 
membenarkan semua identitasnya dan menyatakan mengerti serta 
menerima semua isi Surat Dakwaan serta membenarkan semua 
keterangan para saksi dipersidangan, dengan demikian maka terbuktilah 
bahwa terdakwa SANGKALA, IRWAN, RABASIA, dan DARNI adalah 
subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat 
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dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwakan kepadanya. 
Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa 
menunjukkan pribadi yang sehat baik jasmani maupun rohani, tidak ada 
halangan untuk memberikan keterangan serta mampu bertanggung 
jawab. 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi. 
Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin 
Bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan 
dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh 
terdakwa di persidangan, sehingga diperoleh fakta : 
- Bahwa berawal ketika para terdakwa berkumpul bersama di 
rumah RAMPE kemudian para terdakwa lalu bermain judi jenis 
kyu-kyu menggunakan kartudomino yang telah mereka 
persiapkan sebelumnya, selanjutnya para terdakwa 
mempersiapkan uang taruhan untuk permainan kyu-kyu tersebut 
dimana para terdakwa bermain dengancara awalnya pertama-
tama setiap pemain memasang uang di tengah (pot) sebesar 
Rp.500,- kemudian 1 (satu) bungkus kartu domino sebanyak 28 
(dua puluh delapan) lembar tersebut digocok terlebih dahulu, dan 
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setiap pemain pertama mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu 
domino, kemudian sisa kartu domino tersebut disimpan di 
samping pemain, kemudian para pemain saling tantang taruhan 
sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), yang tidak mau lanjut/stop 
dianggap mati kartunya, lalu yang bertahan mendapatkan lagi 1 
(satu) lembar kartu domino, jadi setiap pemain yang bertahan 
masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, 
kemudian  para pemain yang bertahan tersebut saling tantang 
taruhan kembali sebesar Rp.1000,- dan yang paling tinggi jumlah 
kartunya maka ialah yang keluar sebagai pemenang dan 
mengambil uang taruhan tersebut, selanjutnya pada saat 
sementara bermain tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh 
beberapa anggota Kepolisian diantaranya saksi Muhiddin dan 
Syabara Arman kemudian para terdakwa diamankan ke kantor 
Kepolisian berikut dengan uang tunai senilai Rp.233.000,- (dua 
ratus tiga puluh tiga rupiah)  yang para terdakwa gunakan untuk 
taruhan berikut dengan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 
(dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) lembar karpet  pengalas 
berwarna merah, 1 (satu) buah mangkok kaca berwarna putih 
tempat pot penyimpanan uang taruhan. 
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- Bahwa adapun para terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang 
berwenang untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut dengan 
menggunakan uang. 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi. 
Ad. 3. Unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata 
pencarian 
Bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari 
keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh 
terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan di 
persidangan, sehingga diperoleh fakta : 
- Bahwa berawal ketika para terdakwa berkumpul bersama di 
rumah RAMPE kemudian para terdakwa lalu bermain judi jenis 
kyu-kyu menggunakan kartudomino yang telah mereka 
persiapkan sebelumnya, selanjutnya para terdakwa 
mempersiapkan uang taruhan untuk permainan kyu-kyu tersebut 
dimana para terdakwa bermain dengancara awalnya pertama-
tama setiap pemain memasang uang di tengah (pot) sebesar 
Rp.500,- kemudian 1 (satu) bungkus kartu domino sebanyak 28 
(dua puluh delapan) lembar tersebut digocok terlebih dahulu, dan 
setiap pemain pertama mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu 
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domino, kemudian sisa kartu domino tersebut disimpan di 
samping pemain, kemudian para pemain saling tantang taruhan 
sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), yang tidak mau lanjut/stop 
dianggap mati kartunya, lalu yang bertahan mendapatkan lagi 1 
(satu) lembar kartu domino, jadi setiap pemain yang bertahan 
masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, 
kemudian  para pemain yang bertahan tersebut saling tantang 
taruhan kembali sebesar Rp.1000,- dan yang paling tinggi jumlah 
kartunya maka ialah yang keluar sebagai pemenang dan 
mengambil uang taruhan tersebut, selanjutnya pada saat 
sementara bermain tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh 
beberapa anggota Kepolisian diantaranya saksi Muhiddin dan 
Syabara Arman kemudian para terdakwa diamankan ke kantor 
Kepolisian berikut dengan uang tunai senilai Rp.233.000,- (dua 
ratus tiga puluh tiga rupiah)  yang para terdakwa gunakan untuk 
taruhan berikut dengan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 
(dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) lembar karpet  pengalas 
berwarna merah, 1 (satu) buah mangkok kaca berwarna putih 
tempat pot penyimpanan uang taruhan. 
- Bahwa adapun para terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang 
berwenang untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut dengan 
menggunakan uang. 
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- Bahwa adapun tujuan para terdakwa bermain judi hanya untuk 
mengisi waktu kosong sembari memperoleh uang namun tidak 
dijadikan sebagai sumber pencarian. 
Dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi. 
 Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan primair 
tidak terbukti tersebut, maka para terdakwa harus pula dibebaskan dari 
dakwaan primair penuntut umum tersebut : 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang unsur-unsurnya sebagai 
berikut: 
1. Barang Siapa; 
2. Melakukan atau turut serta melakukan; 
3. Menggunakan kesempatan main judi; 
4. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan. 
Ad. 1 Unsur Barang Siapa 
 Bahwa unsur barang siapa mengandung pengertian orang perorang, 
kelompok orang baik sipil maupun militer yang bertanggung jawab secara 
individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku 
tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya 
yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang 
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didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus 
dijadikan terdakwa dalam perkara ini. 
Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, 
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan 
keterangan saksi MUHIDDIN dan SYABARA ARMAN, yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa Terdakwa SANGKALA, IRWAN, RABASIA, dan DARNI 
telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana perjudian, dan 
keterangan para terdakwa sendiri yang telah membenarkan semua 
identitasnya dan menyatakan mengerti serta menerima semua isi Surat 
Dakwaan serta membenarkan semua keterangan para saksi dipersidangan, 
dengan demikian maka terbuktilah bahwa terdakwa SANGKALA, IRWAN, 
RABASIA, dan DARNI adalah subyek hukum atau orang yang melakukan 
dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
yang didakwakan kepadanya. 
Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa 
menunjukkan pribadi yang sehat baik jasmani maupun rohani, tidak ada 
halangan untuk memberikan keterangan serta mampu bertanggung jawab. 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi. 
Ad. 2 Unsur Melakukan atau turut serta melakukan. 
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Bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari 
keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh 
terdakwa di persidangan, sehingga diperoleh fakta : 
- Bahwa berawal ketika para terdakwa berkumpul bersama di 
rumah RAMPE kemudian para terdakwa lalu bermain judi jenis 
kyu-kyu menggunakan kartudomino yang telah mereka 
persiapkan sebelumnya, selanjutnya para terdakwa 
mempersiapkan uang taruhan untuk permainan kyu-kyu tersebut 
dimana para terdakwa bermain dengancara awalnya pertama-
tama setiap pemain memasang uang di tengah (pot) sebesar 
Rp.500,- kemudian 1 (satu) bungkus kartu domino sebanyak 28 
(dua puluh delapan) lembar tersebut digocok terlebih dahulu, dan 
setiap pemain pertama mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu 
domino, kemudian sisa kartu domino tersebut disimpan di 
samping pemain, kemudian para pemain saling tantang taruhan 
sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), yang tidak mau lanjut/stop 
dianggap mati kartunya, lalu yang bertahan mendapatkan lagi 1 
(satu) lembar kartu domino, jadi setiap pemain yang bertahan 
masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, 
kemudian  para pemain yang bertahan tersebut saling tantang 
taruhan kembali sebesar Rp.1000,- dan yang paling tinggi jumlah 
kartunya maka ialah yang keluar sebagai pemenang dan 
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mengambil uang taruhan tersebut, selanjutnya pada saat 
sementara bermain tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh 
beberapa anggota Kepolisian diantaranya saksi Muhiddin dan 
Syabara Arman kemudian para terdakwa diamankan ke kantor 
Kepolisian berikut dengan uang tunai senilai Rp.233.000,- (dua 
ratus tiga puluh tiga rupiah)  yang para terdakwa gunakan untuk 
taruhan berikut dengan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 
(dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) lembar karpet  pengalas 
berwarna merah, 1 (satu) buah mangkok kaca berwarna putih 
tempat pot penyimpanan uang taruhan. 
- Bahwa adapun para terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang 
berwenang untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut dengan 
menggunakan uang. 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi. 
Ad. 3 Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi 
Bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari 
keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh 
terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan di 
persidangan, sehingga diperoleh fakta : 
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- Bahwa berawal ketika para terdakwa berkumpul bersama di 
rumah RAMPE kemudian para terdakwa lalu bermain judi jenis 
kyu-kyu menggunakan kartudomino yang telah mereka 
persiapkan sebelumnya, selanjutnya para terdakwa 
mempersiapkan uang taruhan untuk permainan kyu-kyu tersebut 
dimana para terdakwa bermain dengancara awalnya pertama-
tama setiap pemain memasang uang di tengah (pot) sebesar 
Rp.500,- kemudian 1 (satu) bungkus kartu domino sebanyak 28 
(dua puluh delapan) lembar tersebut digocok terlebih dahulu, dan 
setiap pemain pertama mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu 
domino, kemudian sisa kartu domino tersebut disimpan di 
samping pemain, kemudian para pemain saling tantang taruhan 
sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), yang tidak mau lanjut/stop 
dianggap mati kartunya, lalu yang bertahan mendapatkan lagi 1 
(satu) lembar kartu domino, jadi setiap pemain yang bertahan 
masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, 
kemudian  para pemain yang bertahan tersebut saling tantang 
taruhan kembali sebesar Rp.1000,- dan yang paling tinggi jumlah 
kartunya maka ialah yang keluar sebagai pemenang dan 
mengambil uang taruhan tersebut, selanjutnya pada saat 
sementara bermain tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh 
beberapa anggota Kepolisian diantaranya saksi Muhiddin dan 
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Syabara Arman kemudian para terdakwa diamankan ke kantor 
Kepolisian berikut dengan uang tunai senilai Rp.233.000,- (dua 
ratus tiga puluh tiga rupiah)  yang para terdakwa gunakan untuk 
taruhan berikut dengan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 
(dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) lembar karpet  pengalas 
berwarna merah, 1 (satu) buah mangkok kaca berwarna putih 
tempat pot penyimpanan uang taruhan. 
- Bahwa adapun para terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang 
berwenang untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut dengan 
menggunakan uang. 
- Bahwa adapun tujuan para terdakwa bermain judi hanya untuk 
mengisi waktu kosong sembari memperoleh uang namun tidak 
dijadikan sebagai sumber pencarian. 
Dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi. 
Ad. 4 Unsur Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan 
Bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari 
keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh 
terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan di 
persidangan, sehingga diperoleh fakta : 
72 
 
- Bahwa berawal ketika para terdakwa berkumpul bersama di 
rumah RAMPE kemudian para terdakwa lalu bermain judi jenis 
kyu-kyu menggunakan kartudomino yang telah mereka 
persiapkan sebelumnya, selanjutnya para terdakwa 
mempersiapkan uang taruhan untuk permainan kyu-kyu tersebut 
dimana para terdakwa bermain dengancara awalnya pertama-
tama setiap pemain memasang uang di tengah (pot) sebesar 
Rp.500,- kemudian 1 (satu) bungkus kartu domino sebanyak 28 
(dua puluh delapan) lembar tersebut digocok terlebih dahulu, dan 
setiap pemain pertama mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu 
domino, kemudian sisa kartu domino tersebut disimpan di 
samping pemain, kemudian para pemain saling tantang taruhan 
sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), yang tidak mau lanjut/stop 
dianggap mati kartunya, lalu yang bertahan mendapatkan lagi 1 
(satu) lembar kartu domino, jadi setiap pemain yang bertahan 
masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, 
kemudian  para pemain yang bertahan tersebut saling tantang 
taruhan kembali sebesar Rp.1000,- dan yang paling tinggi jumlah 
kartunya maka ialah yang keluar sebagai pemenang dan 
mengambil uang taruhan tersebut, selanjutnya pada saat 
sementara bermain tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh 
beberapa anggota Kepolisian diantaranya saksi Muhiddin dan 
73 
 
Syabara Arman kemudian para terdakwa diamankan ke kantor 
Kepolisian berikut dengan uang tunai senilai Rp.233.000,- (dua 
ratus tiga puluh tiga rupiah)  yang para terdakwa gunakan untuk 
taruhan berikut dengan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 
(dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) lembar karpet  pengalas 
berwarna merah, 1 (satu) buah mangkok kaca berwarna putih 
tempat pot penyimpanan uang taruhan. 
- Bahwa adapun para terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang 
berwenang untuk bermain judi jenis kyu-kyu tersebut dengan 
menggunakan uang. 
- Bahwa adapun tujuan para terdakwa bermain judi hanya untuk 
mengisi waktu kosong sembari memperoleh uang namun tidak 
dijadikan sebagai sumber pencarian. 
Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan 
subsidair tersebut telah terbukti menurut hukum, maka perbuatan para 
terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan subsidair 
penuntut umum tersebut ; 
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, 
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat 
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tindak pidana pada diri terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan diajtuhi 
pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; 
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya 
mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan para terdakwa 
berada dalam tahanan, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan 
haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan 
nantinya masih melebihi masa penahanan yang selama ini dijalani oleh 
terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan para 
terdakwa untuk tetap dalam tahanan ; 
Menimbang bahwa barang bukti uang kertas sebesar Rp. 235.000,- 
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara sedangkan 
barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino sebnyak 28 (dua puluh 
delapan) lembar, 1 (satu) lembar karpet pengalas berwarna merah, 1 (satu) 
buah mangkok kaca berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan. 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu 
Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
yang meringankan pada terdakwa ; 
Hal-hal yang memberatkan : 
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- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya; 
Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) bis ayat (1) ke-1 KUHP 
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan 
lainnya yang bersangkutan; 
2. Analisis Penulis 
Analisis penulis terhadap kasus Tindak Pidana Perjudian 
Menggunakan Kartu Domino di Kota Makassar dengan contoh putusan 
Nomor 730/Pid.B/2016/PN.MKS. Hal ini membuktikan bahwa Kejahatan 
Perjudian terus saja berkembang di tengah masyarakat dan terus 
bermunculan dengan jenis yang baru khususnya di Makassar.  
Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan 
hukum pidana formil. Hukum pidana materiil ialah peraturan-peraturan yang 
menegaskan20: 
a. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum. 
b. Siapa yang dapat dihukum. 
c. Dengan hukuman apa menghukum seseorang. 
                                                          
20 C.S.T Kansil, 2001. Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 
11. 
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Singkatnya hukum pidana materiil mengatur perumusan dari 
kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat 
dihukum. Sedangkan hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur cara-
cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan 
pelaksanaan dari hukum pidana materiil).21 
Menurut penulis dalam putusan di atas Majelis Hakim telah membuat 
putusan yang cukup tepat dengan menerapkan hukum pidana materil 
memuat perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum sesuai ketentuan 
pidana, apakah para terdakwa patut dihukum atas kejahatan yang telah 
diperbuat, serta dengan hukuman apa para terdakwa dihukum.  
Selama berabad-abad, hubungan antara perundang-undangan 
dengan putusan hakim menimbulkan polemik yang tak putus-putusnya dan 
melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam ilmu hukum sebagai berikut :22 
a. Aliran legis, yang cenderung memandang hakim hanya sebagai 
terompet undang-undang. 
b. Aliran penemuan hukum, yang memandang hakim dapat mengisi 
kekosongan perundang-undangan dengan jalan konstruksi hukum 
atau interpretasi. 
                                                          
21 Ibid, hal. 12. 
22 Achad Ali, 2011. Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua. Ghalia Indonesia. Bogor, hal. 104. 
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c. Aliran realis, yang pada pokoknya memandang hakim tidak 
sekedar “menemukan hukum” melainkan “membentuk hukum” 
melalui putusannya. 
Bagi aliran realis, kaidah-kaidah hukum yang berlaku memang ada 
pengaruhnya terhadap putusan hakim, tetapi hanya sebagai salah satu unsur 
pertimbangan. Selain unsur kaidah hukum itu, putusan hakim juga 
dipengaruhi oleh prasangka politik, ekonomi, atau pun moral. Bahkan 
perasaan simpati dan antipasti pribadi turut memperngaruhi putusan hakim. 
Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan 
suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau belum ada. Bagi 
hakim, memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya merupakan 
kewajiban. 
Tugas utama hakim adalah menghubungkan aturan abstrak dalam 
undang-undang dengan fakta konkret dari perkara yang diperiksanya. Dalam 
hubungan ini, apakah hakim, seperti yang diisyaratkan oleh trias politicanya 
Montesquie hanya menerapkan undnag-undang atau hakim harus 
menggunakan pikirannya atau penalaran logisnya untuk membuat 
interpretasi terhadap aturan yang ada dalam perundang-undangan. 
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Adapun karakteristik profesi hakim, bukan untuk menghukum dan 
menghukum. Pasal 5 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 
Tahun 2009) menentukan :23 
1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di 
bidang hukum. 
3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim. 
Dijelaskan dalam undang-undang yang sama pasal 8 ayat (2) : dalam 
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan 
pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 
 Dengan memahami karakteristik profesi hakim ini, seyogjanya warga 
masyarakat tidak lagi meneruskan kebiasaan kebablasannya untuk 
mengecam putusan hakim hanya karena dasar ‘like or dislike’ terutama 
putusan yang belum ‘in kracht’ karena dapat dikategorikan sebagai intervensi 
yang merupakan ‘contempt of court’.24 
                                                          
23 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
24 Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal. Kencana. 
Jakarta. hal. 508. 
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 Dengan melihat karakteristik di atas penulis melihat hakim dalam 
Kasus Putusan Nomor 730/Pid.B/2016/PN.MKS telah menjalankan tugasnya 
sebagaimana mestinya. Sehingga perkara tersebut dapat terselesaikan 
dengan lancar. 
Cening Budiana, SH.,MH. Selaku Hakim Ketua pada kasus putusan 
nomor 730/Pid.B/2016/PN.MKS bersedia melakukan wawancara dan 
memberikan beberapa masukan kepada penulis sehubungan dengan kasus 
tersebut.. 
Beliau mengatakan semakin hari semakin banyak saja bermunculan 
jenis kejahatan perjudian yang baru, mulai dari perjudian menggunakan kartu 
joker, remi,domino hingga togel. Bahkan sekarang telah muncul perjudian 
online yang semakin mempermudah pelaku untuk melakukan kejahatan 
perjudian. Namun pada dasarnya perjudian itu hanya berdasarkan untung-
untungan saja. Sesungguhnya Undang-undang No 7 Tahun 1974 cukup 
efektif dalam penertiban perjudian. Dengan menyatakan semua tindak pidana 
perjudian sebagai kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara selama-
lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta 
rupiah. Namun kebanyakan yang mendapatkan hukuman penjara bertahun-
tahun adalah bandar judi sedangkan pelaku perjudian itu sendiri 
mendapatkan hukuman lebih rendah dari Bandar disebabkan berbagai faktor. 
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Demi penertiban perjudian, hakim sering menasehati para pelaku di 
persidangan dengan mengatakan bahwa pelaku tidak dapat kaya dengan 
melakukan perjudian bahkan banyak kasus dimana pelaku perjudian malah 
habis-habisan dalam permainan sehingga terlilit hutang dan akhirnya 
menyebabkan banyak masalah lain. 
 Adapun kendala yang sering dihadapi penyidik dalam penertiban 
perjudian adalah faktor kebiasaan yang menyebabkan perjudian ini terus saja 
muncul bahkan dengan jenis baru. Para pelaku pun kerap kali melakukan 
kejahatan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu penegak 
hukum mengharapkan kerja sama dari masyarakat luas untuk penertiban 
perjudian. Apalagi kejahatan perjudian ini biasanya merupakan awal mula 
atau penyebab timbulnya kejahatan lain. 
Dengan melihat putusan di atas, penulis berpendapat bahwa hakim 
telah mempertimbangkan berbagai hal dan melihat dari berbagai sisi sebelum 
memutus yakni mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, barang bukti, dakwaan jaksa penuntut umum, alasan 
pembenar dan pemaaf yang dalam hal ini tidak ditemukan, masa penahanan 
terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 
Putusan hakim hendaknya memenuhi rasa keadilan, serta 
memberikan efek jera kepada si pelaku sesuai Undang-undang Kekuasaan 
Kehakiman. Kedua hal ini penulis kira telah terpenuhi. Seberat atau seringan 
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apapun pidana yang dijatuhkan oleh hakim bukan merupakan masalah 
selama memenuhi aturan pemidanahan yaitu batas minimum dan maksimum 
dalam pasal yang bersangkutan, yang menjadi masalah adalah apa yang 
mendasari hakim atau alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat 
ringannya putusan berupa pemidanahan sehingga putusan yang dijatuhkan 
secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. Serta dengan 
mempertimbangkan aspek yuridis, aspek psikologis dan aspek sosiologis 
hakim harus menjatuhkan putusan yang dapat memberikan efek jera 
terhadap pelaku. 
Pada perkara nomor 730/Pid.B/2016/PN.MKS ini Majelis Hakim 
memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
telah melakukan tindak pidana “perjudian”. 
Putusan hakim ini juga penulis kira sudah cukup tepat yakni pasal 
303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan 
subsidair Penuntut Umum. Karena permainan judi dengan menggunakan 
kartu domino dilarang berdasarkan Pasal 303 KUHP serta alat bukti dalam 
kasus ini telah terpenuhi berdasarkan Pasal 183 KUHP yaitu keterangan 
saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk. 
Dan jika melihat keputusan hakim yang menjatuhkan Pidana Penjara 
selama 6 (enam) bulan kepada para terdakwa, penulis kira Keputusan Hakim 
ini sudah cukup tepat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 
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menuntut para terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan, 
mengingat hal-hal yang meringankan terdakwa karena terdakwa sudah 
mengakui, berlaku sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya 
dan karena terdakwa belum pernah dihukum serta merupakan tulang 
punggung keluarga. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan di atas. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat penulis simpulkan dari 
penulisan skripsi ini sebagai berikut : 
1. Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian 
Menggunakan Kartu Domino dalam Putusan Nomor 
730/Pid.B/2016/PN.MKS didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui 
keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat 
bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan 
dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini,jaksa menggunakan dakwaan 
subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP yang sudah sesuai karena perbuatan pelaku sudah memenuhi 
unsur tindak pidana perjudian itu sendiri yaitu unsur barang siapa, unsur 
melakukan atau turut serta melakukan, unsur menggunakan kesmpatan 
main judi, dan unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para 
pelaku dalam perkara putusan Nomor 730/Pid.B/2016/PN.MKS telah 
sesuai berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan para 
terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, 
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hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta 
memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan 
keyakinan Hakim. 
B. Saran  
Adapun saran yang bisa penulis berikan sehubung dengan penulisan 
skripsi ini adalah : 
1. Sebaiknya dalam berperkara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. 
2. Penulis berharap pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat memiliki 
visi yang sama untuk menertibkan perjudian. 
3. Penulis berharap masyarakat mau membantu penegak hukum dalam 
memberantas kasus perjudian ini. Dengan cara, masyarakat bersedia 
melaporkan dan membantu mengawasi para pelaku kejahatan perjudian 
dengan menggunakan kartu domino khususnya apalagi kejahatan ini 
dilakukan secara sembunyi-sembunyi.  
4. Penulis juga berharap penegak hukum melakukan tindakan pencegahan 
dengan cara melakukan sosialisasi tentang kejahatan perjudian di 
masyarakat agar mereka tahu bahwa segala bentuk perjudian itu dilarang. 
5. Penulis juga berharap penegak hukum melakukan upaya penanggulangan 
kejahatan baik itu upaya penal maunpun non penal. 
  
85 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku:  
Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Yarsif: 
 Jakarta. 
.            , 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori 
 Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-
 Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal. Kencana: 
 Jakarta. 
 .      , 2011. Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua. Ghalia Indonesia: 
 Bogor. 
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo  Persada: 
 Jakarta. 
  , 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo  Persada: 
 Jakarta. 
Barda Narawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra 
 Aditya Bakti:Bandung. 
C.S.T Kansil, 2001. Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi. 
 Sinar Grafika: Jakarta. 
HAK Moch Anwar. 1982. Hukum pidana bagian khusus (kuhp buku II) JILID 
 2. Penerbit  Alumni:Bandung. 
86 
 
Hamdan, 2003. Politik Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta. 
Kartini Kartono, 2005. Patologi Sosial, Cet. 1, Jilid I. Raja Grafindo Persada: 
 Jakarta 
Mas Soebagio, 1976. Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata 
 Dan Dagang. Penerbit Alumni:Bandung. 
P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra 
 Aditya Bakti:Bandung. 
Pipin Syarifin.  2000. Hukum Pidana Indonesia. Pustaka Setia:Bandung. 
Satjipto Raharjo. 2006. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. PT 
 Citra Aditya Bakti: Bandung 
Sudarsono, 2007. Kamus Hukum. Rhineka Cipta:Jakarta. 
W.J.S Poerwadarminata. 1987. Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.: 
 Jakarta. 
Yan Pramadya Puspa. 1977. Kamus Hukum, Edisa Lengkap Bahasa Belanda 
 Indonesia Inggris. Aneka Ilmu: Semarang. 
Undang-undang: 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian 
87 
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
 
